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Abstrak
Peraturan daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dalam hierarki peraturan perundangan-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa Perda kabupaten/kota berada diurutan ketujuh setelah Perda Propinsi. Kabupaten Bungo sebagai daerah yang otonom, mempunyai kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah. Dalam kurun waktu Tahun 2016-2019 pemerintahan daerah kabupaten Bungo sudah menetapkan 61 Perda. Perda yang ditetapkan sudah berdasarkan berdasarkan Program pembentukan peraturan daerah. Propemperda merupkan instrumen perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Dalam penetapan Propmerda bagian dari kewenangannya DPRD. Dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 DPRD mempunyai 3 fungsi, yang salah satunya adalah Pembentukan Peraturan Daerah.
Kata Kunci: Fungsi DPRD, Pembentukan, Peraturan Daerah.
Abstract

Regional regulations are part of the existing legislation in Indonesia. In the hierarchy of laws and regulations as regulated in Law Number 12 Year 2011, regency / city regulations are ranked seventh after Provincial Regulations. Bungo Regency as an autonomous region, has the authority to determine regional regulations. Within the period of 2016-2019 Bungo district government has already established 61 Perda. The stipulated local regulation is based on the regional regulation formation program. Propemperda is a planning instrument for the formation of local regulations that is prepared in a planned, integrated, and systematic manner. Establishing Propmerda is part of the authority of the DPRD. In Article 149 of Law Number 23 Year 2014 DPRD has 3 functions, one of which is the Establishment of Regional Regulation.
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1. Pendahuluan
Pasal 18 ayat (6)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa 
Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (6) tersebut merupakan landasan konstitusi lahirnya peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk menetapkan peraturan daerah. Baik pemerintahan daerah propinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota. 

Peraturan daerah bagian dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UUPPP) terdapat 7 jenis hierarki peraturan perundang-undangan di Indoneia, yang meliputi: UUD NRI 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah Propinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Bila dilihat dari hierarki UUPPP tersebut, bahwa Perda kabupaten/kota memiliki kedudukan yang paling rendah dibanding dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya, dimana Perda kabupaten/kota tersebut beda diurutan ke 7 (tujuh). Hal tesebut berbeda dengan UUPPP sebelumnya (UU Nomor 10 Tahun 2004) yang menempatkan peraturan desa di bawah Perda kabupaten/kota. Walaupun peraturan daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tetapi keberadaanya harus tetap dalam kerangka dalam pelaksanaan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
.
Sebagai peraturan terendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan, perda secara teoritik memiliki tingkat fleksibiltas yang sempit karena tidak boleh menyimpang dari sekat-sekat perundang-undangan nasional yang puluhan ribu jumlahnya. Berdasarkan pangkalan data peraturan perundang-undangan pertanggal 13 Desember 2019 jumlah regulasi di Indonesia mencapai 43.235 peraturan. Undang-undang sebanyak 1.687 (seribu enam ratus delapan puluh tujuh), Perpu 180 (seratus delapan puluh). Peraturan Pemerintah sebnayak  4.553 (empat ribu lima ratus lima puluh tiga) Peraturan Presiden sebanyak 2.006 (Duaribu enam) dan Peraturan Menteri mencapai 14.622 (empat belas ribu enam ratu dua puluh dua).
Banyaknya peraturan perudang-undangan yang lebih tinggi dari peraturan daerah menjadi alasan tersendiri bagi pemerintahan daerah dalam pembentukan peraturan daerah tesebut tidak cukup dengan waktu yang hanya 3-4 bulan, karena perda tersebut berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab pemerintahan daerah terhadap masyarakat. Dalam hal mewujudkan rancangan peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga perlu pengkajian yang mendalam agar perda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atas peraturan daerah. 

Menurut I Gde Pantja Astawa Peraturan daerah kabupaten/kota meskipun secara administratif perda propinsi tidak mempunyai hubungan hierarki, tetapi dari sisi normenler, Perda tingkat kabupaten/kota harus merujuk pada perda propinsi, karena norma yang lebih luas berlakunya (ruimtegebeid, territorial sphere) dalam hal ini perda propinsi secara hierarki lebih tinggi derajatnya sedangkan norma yang lebih sempit wilayah berlakunya dalam hal ini perda kabupaten/kota lebih rendah derajat hierarkinya. Dengan catatan kedua norma tersebut berlaku pada wilayah yang sama.

Secara a contario, Philipus M Hadjon Dkk memberikan definisi Peraturan Daerah adalah, bahwa pertama  Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bertentangan dengan kepentingan umum, kedua Perda tidak boleh mengatur sesuatu hak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatannya dan ketiga peraturan daerah tidak boleh mengatur sesuatu hal yang termasuk urusan rumah tangga tingkat bawahannya
. Menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa dari segi pembentukannya sangat jelas bahwa Perda dibentuk oleh DPRD atau legislatif daerah bersama-sama bupati selaku kepala daerah. Hal ini sama dengan pembentukan undang-undang yang dibentuk oleh DPR dengan Presiden, dimana undang-undang tersebut setelah dibahas bersama dan mendapat persetujuan bersama antara DPR dan presiden kemudian barulah rancangan undang-undang tersebut disahkan oleh Presiden.
 Merujuk pada pendapat Jimly Asshiddiqy produk hukum yang dihasilkan DPRD bersama dengan pemerintah daerah dapat disebut legislatif (legislative act).

Perda kabupaten/kota pembahasannya merupakan kewenangan dari kepala daerah dan DPRD. Berdasarkan Pasal 65 UU tentang Pemda (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014) bahwa dalam melaksanakan tugas kepala daerah atau bupati berwenang mengajukan rancangan peraturan daerah dan menetapkan peraturan daerah tersebut yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. Pasal 65 tersebut terlihat bahwa DPRD mempunyai peran penting dalam pembentukan Perda. Sebagaimana diketahui bahwa DPRD mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Namun sejak lahirnya undang-undang pemda tahun 2014, fungsi legislasi berubah menjadi fungsi pembentukan peraturan daerah. Berdasarkan Pasal 149 bahwa DPRD mempunyai 3 (tiga) fungsi yang meliputi fungsi pembentukan peraturan daerah atau pemperda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Pasal 403 pada ketentuan penutup undang-undang tentang pemda mempertegas lagi pergesaran fungsi DPRD tersebut, dimana program legislasi daerah yang sudah ada harus dibaca dan dimaknai sebagai program pembentukan Perda.
Kabupaten Bungo yang merupakan daerah otonom, sudah banyak menetapkan peraturan daerah, sebelum menetapkan perda, didahului dengan adanya program pembentukan perda yang ditetapkan oleh DPRD. Seperti pada tahun 2016 terdapat 26 ranperda yang masuk propemperda, pada tahun 2017 sebanyak 20 Ranperda, pada tahun 2018 sebanyak 28 Ranperda dan pada Tahun 2019 sebanyak 24 Ranperda yang ditetapkan dalam propempera. Namun dari sekian banyak ranperda yang masuk dalam propemperda, tidak semuanya dibahas dan ditetapkan menjadi Perda. Sehingga permaslahan yang timbul bagaimana fungsi DPRD dalam pembentukan perda DPRD di Kabupaten Bungo.
2. Metode Penelitian
Artikel ini dihasilkan dari penelitian yang dilakukan secara yuridis empiris yaitu dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Perda di Kabupaten Bungo.

3. Hasil dan Pembahasan
A. Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo
Penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD yang berarti bahwa DPRD merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi  pembentukan Perda kabupaten/kota
, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/kota. Dalam menjalankan 3 (tiga) fungsi, DPRD kabupaten/kota menjaring aspirasi masyarakat. 
Berkaitan dengan fungsi pembentukan peraturan daerah, menurut Pasal 150 UU tentang Pemda bahwa Fungsi pembentukan Perda kabupaten/kota dilaksanakan dengan cara:
a. membahas bersama bupati/wali kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Kabupaten/Kota;

b. mengajukan usul rancangan perda kabupaten/kota; dan 

c. menyusun program pembentukan Perda kabupaten/kota bersama bupati/wali kota.

Program pembentukan perda tingkat kabupaten/kota harus memuat daftar urutan serta prioritas rancangan yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun. Program pembentukan perda merupakan bagian dari fungsi DPRD yang dalam penetapannya DPRD kabupaten/kota khususnya DPRD kabupaten Bungo melakukan koordinasi dengan bupati. DPRD dalam melaksanakan fungsi pembentukan peraturan daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penyusunan propemperda berdasarkan atas:
a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;

b. rencana pembangunan daerah;

c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan

d. aspirasi masyarakat daerah.

Penyusunan propemperda oleh DPRD yaitu merupakan bagian kewenangan Bapemperda, dimana Bapemperda menyusun Progpemperda di lingkungan DPRD. Progpemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda. Penyusunan Progpemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda. Hasil penyusunan Progpemperda tersebut disepakati menjadi Progpemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD dan dilanjutkan dengan keputusan Ketua DPRD Kabuaten Bungo.

Untuk melihat Promperperda selama empat tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1

Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2016

	No
	Tentang
	Jenis
	Pemrakasa/Unit

	1
	Perda Inisiatif
	Dusun 
	Komisi I

	2
	Perda Inisiatif
	Izin Tenaga Asing


	Komisi I

	3
	Perda Inisiatif
	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil


	Komisi I

	4
	Perda Inisiatif
	Retribusi Tempat Khusus Parkir


	Komisi II

	5
	Perda Inisiatif
	Perindustrian


	Komisi II

	6
	Perda Inisiatif
	Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi


	Komisi II

	7
	Perda Inisiatif
	Penyelenggaraan Kepariwisataan


	Komisi III


	8
	Perda Inisiatif
	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya


	Komisi III

	9
	Perda Inisiatif
	Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana dan Utilitas Perumahan


	Komisi III

	10
	Perda 
	Pembentukan/Perubahan Dusun Menjadi Kelurahan atau sebaliknya


	BPMPDPP&KB 

	11
	Perda
	Badan Permusyawaratan Dusun


	BPMPDPP&KB

	12
	Perda
	Keuangan Dusun


	BPMPDPP&KB

	13
	Perda
	Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah


	BPKAD

	14
	Perda
	Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Bungo Dani Mandiri Utama (Persero)


	Bagaian ADM Perekonomian

	15
	Perda
	Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Dusun


	BPMPDPP&KB

	16
	Perda
	Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi


	Dinas Hubkomimpo

	17
	Perda
	Analisis Dampak Lalu Lintas


	Dinas Hubkomimpo

	18
	Perda
	Rencana Tata Ruang Perkotaan Muara Bungo dan Bathun II Babeko


	Dinas Pekerjaan Umum

	19
	Perda
	Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok


	Dinas Kesehatan

	20
	Perda
	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2016


	BPKAD

	21
	Perda
	PertanggungJawaban APBD Tahun 2015


	BPKAD

	22
	Perda
	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2017


	BPKAD

	23
	Perda
	Penyidik Pegawai Negeri Sipil


	Satuan Polisi Pamong Praja

	24
	Perda
	Pembentukan dan Penyusunan Organisasi Badan Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat


	BPMPDPP&KB

	25
	Perda
	RPJMD Tahun 2016-2021


	BAPPEDA

	26
	Perda
	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang  RPJPD Tahun 2006-2026


	BAPPEDA
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Tabel 2

Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2017

	No
	Tentang
	Jenis
	Pemrakasa/Unit

	1
	Perda Inisiatif
	Perlindungan Anak 


	Komisi I

	2
	Perda Inisiatif
	Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif


	Komisi I

	3
	Perda Inisiatif
	Penyelenggaraan Olahraga


	Komisi II

	4
	Perda Inisiatif


	Standar Pelayanan Minimal Kesehatan


	Komisi II

	5
	Perda Inisiatif
	Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD


	Komisi III

	6
	Perda Inisiatif
	Retribusi Tempat Khusu Parkir


	Komisi III

	7
	Perda 
	Pencabutan Perda Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan


	


	8
	Perda 
	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016


	BPKAD

	9
	Perda 
	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018


	BPKAD

	10
	Perda 
	Penyertaan Modal Pemda ke dalam modal PT Bank Jambi


	BPKAD

	11
	Perda
	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan BMD

	BPKAD

	12
	Perda
	Perubahan Perda Nomor Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penjualan Kendaraan Dinas Milik Daerah
	BPKAD

	13
	Perda
	Analisis Dampak Lalu Lintas
	Dinas Hubkominfo



	14
	Perda
	Penyidik Pegawai Negeri Sipil


	Satuan Polisi Pamong Praja



	15
	Perda
	Perubahan Atas Perda Nomor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bungo Dani Mandiri Utama


	Bagian Administrasi Perekonomian

	16
	Perda
	Pelayanan Kesehatan


	RSUD H. Hanafie Muara Bungo



	17
	Perda
	Air Susu Ibu Eksklusif


	Dinas Kesehatan



	18
	Perda
	Pengelolaan Air Limbah Domestik


	Dinas PU

	19
	Perda
	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan


	Dinas Koperasi, UMKM, Perindag

	20
	Perda
	Perubahan Atas Perda Nomor Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rumah Potong Hewan


	Dinas Peternakan dan Perikanan
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Tabel 3
Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2018
	No
	Tentang
	Jenis
	Pemrakasa/Unit

	1
	Perda Inisiatif
	Ketertibn Umum


	Komisi I

	2
	Perda Inisiatif
	Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Rio 


	Komisi I

	3
	Perda Inisiatif
	Pengaturan TV Jaringan Kabel


	Komisi II

	4
	Perda Inisiatif


	Penyelengaraan Kos Kosan


	Komisi II

	5
	Perda Inisiatif
	Penanggulangan Bencana


	Komisi III

	6
	Perda Inisiatif
	Retribusi Kesehatan


	Komisi III

	7
	Perda 
	APBD Tahun Anggaran 2019
	BPKAD



	8
	Perda 
	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017


	BPKAD



	9
	Perda 
	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018


	BPKAD




	10
	Perda 
	Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah


	Dinas PTH dan Perkebunan

	11
	Perda 
	Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Warga Miskin


	RSUD Hanafie Muara Bungo

	12
	Perda 
	Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan


	RSUD Hanafie Muara Bungo

	13
	Perda
	Peningkatan Mutu Pelayanan Keehatan di Rumah Sakit


	RSUD Hanafie Muara Bungo

	14
	Perda
	Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah

	Bagian Hukum

	15
	Perda
	Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing


	Dinas Narketrans



	16
	Perda
	Retribusi Izin mendirikan Bangunan


	Dinas Perkim



	17
	Perda
	Kerjasama Daerah


	Dinas Perkim




	18
	Perda
	Pencabutan Beberapa Perda Kabupaten Bungo


	Bagian Hukum


	19
	Perda
	Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah


	Bagian Hukum

	20
	Perda
	Rencana Detail Tata Ruang Kota Bungo dan Babeko


	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)


	21
	Perda
	Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Jujuhan
	Dinas PUPR


	22
	Perda
	Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Pelepat Ilir
	Dinas PUPR


	23
	Perda
	Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Limbur Lubuk mengkuang
	Dinas PUPR 


	24
	Perda
	Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Pelepat


	Dinas PUPR 

	25
	Perda
	Perubahan Atas Perda Nomor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Jalan


	Dinas Peternakan dan Perikanan

	26
	Perda
	Perubahan Atas Perda Nomor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bungo Dani Mandiri


	Dinas Peternakan dan Perikanan

	27
	Perda
	Air Susu Ibu (ASI) Ekseklusif


	Dinas Peternakan dan Perikanan

	28
	Perda
	Peyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum


	Dinas Peternakan dan Perikanan
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Tabel 4
Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2019
	No
	Tentang
	Jenis
	Pemrakasa/Unit

	1
	Perda Inisiatif
	Lembaga Adat Melayu
	Komisi 1

	2
	Perda Inisiatif
	Badan Permusyawaratan Dusun
	Komisi 1

	3
	Perda Inisiatif
	Retribusi Dari Perizinan Tempat Penampungan Sawit
	Komisi 2

	4
	Perda Inisiatif


	Pemberdayaan Dan Pengembangan Umkm
	Komisi 2

	5
	Perda Inisiatif
	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
	Komisi 3

	6
	Perda Inisiatif
	Penyelenggaraan Kearsipan 
	Komisi 3

	7
	Perda 
	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 
	BPKAD/Bappeda

	8
	Perda 
	APBD Kabupaten Bungo Tahun 2020 
	BPKAD/Bappeda

	9
	Perda 
	Perubahan atas Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2019 


	BPKAD/Bappeda


	10
	Perda 
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Bank Jambi 
	BPKAD/Bappeda

	11
	Perda 
	Pelayanan dan Pemanfaatan Fasilitas Bandara Muara Bungo 

	Bagian Hukum 

	12
	Perda 
	Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
	Dinas PUPR

	13
	Perda
	Rencana Detail Tata Ruang Kota Bungo Dan Babeko 
	Dinas PUPR

	14
	Perda
	Rencana Detil Tata Ruang Kecamatan Jujuhan 
	Dinas PUPR

	15
	Perda
	Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang 
	Dinas PUPR

	16
	Perda
	Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Pelepat 
	Dinas PUPR

	17
	Perda
	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pancuran Telago Kabupaten Bungo 
	Dinas PUPR


	18
	Perda
	PT Bungo Mandiri Utama 


	Bagian Perekonomian


	19
	Perda
	Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Dusun 

	Dinas Pemberdayaan Masyararakat

	20
	Perda
	Penyelenggaraan Perpustakaan 
	Dinas Perpustakaan

	21
	Perda
	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

	Bagian Organisasi

	22
	Perda
	Pengawasan Sanitasi dan Keamanan Pangan Tempat Umum Tempat Pengelolaan Makanan Minuman dan Kualitas Air 
	Dinas Kesehatan/RSUD H. Hanafie Muara Bungo

	23
	Perda
	Retribusi Daerah
	BPKAD

	24
	Perda
	Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jalan
	Dinas PUPR


Keputusan DPRD Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2018
Program Legislasi Daerah atau sekarang dinamakan dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) di Kabupaten Bungo selalu ditetapkan dengan Keputsan DPRD Kabupaten Bungo. Pada Tahun 2015 Ketua DPRD Bungo mengeluarkan keputusan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Program Pembentukan Perda untuk Tahun Anggaran 2016. Dimana dalam keputusan tersebut terdapat Perda inisiatif dan perda dari pemerintah daerah. Tahun 2016 sebanyak 24 Ranperda yang masuk Propempeda yang terdiri dari 6 Inisiatif dan 18 dari pemerintah daerah. Tahun 2017 sebanyak 20 Ranperda yang terdiri dari 6 Ranperda inisiatif dan 14 dari pemerintah daerah, untuk Tahun 2018 sebanyak 28 Ranperda yang masuk Propemperda yang terdiri dari 6 inisiatif dan 22 dari pemerintah daerah sedangkan di tahun 2019 sebanyak 26 Ranperda, yang terdiri dari 6 Perda Inisiatif dan 20 usulan penmerintah daerah.
Dari Propemperda Tahun 2016-2019 terlihat bahwa Perda inisiatif dari tahun ke tahun hanya 6 Perda yang masing-masing komisi dibagi menjadi 2 (dua) usulan perda, baik itu komisi 1 (satu), komisi 2 (dua) maupun komisi 3 (tiga). Kecuali di Tahun 2016 yang Perda inisiatif sebanyak 9 (sembilan) ranperda, yang masing-masing komisi mengusulkan 3 (tiga) ranperda). Sedangkan untuk usulan pemerintah daerah beragam dari tahun ketahun, sesuai dengan usulan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pemrakarsa. 
DPRD atau pemerintah daerah kabupaten Bungo selama selama ini dalam penyusunan propemperda sudah berpedoman kepada undang-undang tetang pembentukan peraturan perundang-undangan, undang-undang tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang  Pembentukan Produk Hukum Daerah. Menurut Pasal 10 Permendagri tersebut bahwa perencanaan penyusunan perda meliputi kegiatan:

a. penyusunan Propemperda; 
b. perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan 
c. perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda. 
Penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum. Penyusunan Propemperda dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait. Instansi vertikal terkait terdiri atas: 
a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau 
b. instansi vertikal terkait sesuai dengan: 
1) kewenangan; 
2) materi muatan; atau
3) Kebutuhan. 
Hasil penyusunan Propemperda diajukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Kemudian kepala menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD. Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD sendiri diatur dalam Pasal 14 Permendagri 80 Tahun 2015 bahwa penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda. Penyusunan Propemperda memuat daftar rancangan perda yang didasarkan atas: 
a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 
b. rencana pembangunan daerah; 
c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan 
d. aspirasi masyarakat daerah. 
B. Analisis Pembentukan Peraturan Daerah Kab Bungo Tahun 2016-2019
Ranperda yang sudah masuk dalam Propemperda, dilakukan pembahasan secara bersama di interbal masing-masing, apakah Ranperda tersebut merupakan usulan DPRD (inisiatif) atau usulan pemerintah daerah. Bila Rancangan tersebut merupakan usulan pemerintah daerah, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemrakarsa menyusun draf rancangan tersebut dan dibahas ditingkat internal terlebih dahulu. Untuk di Kabupaten Bungo mengkoordinasikan SKPD terkait lainya menjadi kewenangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh SKPD pemrakarsa, bagian hukum serta SKPD yang lainnya yang terkait dalam materi muatan Perda itu sendiri. Bila Perda tersebut adalah Perda Insiatif, maka sebelum masuk kepembahasan Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) yang merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD di Kab Bungo, dibahas oleh masing-masing komisi selaku pengusul Ranperda. Masing-masing komisi sebagai pengusul melaksanakan rapat dengan SKPD terkait Ranperda tersebut.  Termasuk pihak-pihak lain yang berkepentingan, seperti organisasi profesi, lembaga adat, organisasi kemasyarakat dan pihak-pihak lain yang mempunyai dampak dari perda itu sendiri. 
Keterlibatan pihak-pihak lain diluar pemerintahan, merupakan upaya yang dilakukan oleh DPRD Bungo sebagai bentuk  partisifasi masyarakat. Dengan demikian syarat  pertama untuk mencapai tujuan peraturan perundang-undangan yang baik sudah tercapai, yaitu sudah terpenuhi keteribatan rakyat atau partisifasi masyarakat didalam suatu proses pembentukan kebijakan atau peraturan tersebut mulai dari proses lahirnya sampai pelaksanaannya dilapangan dan tahap evaluasi.

Dalam pembahasan Ranperda, hal yang paling penting adalah membuat landasan yang menjadi dasar pembentukan Perda itu, baik itu landasan sosiologis, landasan filsofis maupun landasan yuridis. Landasan sosiologis (sociologische grondslag, siciologische gelding). Suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosoiologis apabila ketentuan-ketentuanya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran masyarakat. Hal ini penting, agar peraturan perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat. Tidak menjadi huruf-huruf mati belaka. Atas dasar sosiologis ini diharapkan suatu peraturan perundang-undangan akan diterima oleh masyarakat secara wajar dan spontan. Tegasnya bahwa dasar sosiologis mencerminkan kenyataan yang hidup dalam  masyarakat
. Landasan filsofis merupakan pertimbangan bahwa Perda kabupaten Bungo tersebut dibentuk kesadaran dan cita hukum yang bersumber dari falsafah bangsa. Landasar Yuridis (Juridishe Grondslag Juridische Gelding) apabila suatu peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai dasar hukum (rechtsgrond) atau legalitas terutama pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga peraturan perundang-undangan itu lahir.

Setelah dilakukan pembahasan ditingkat pengusul atau SKPD pemrakarsa, disinilah peranan DPRD yang terlihat secara jelas sebgaimana diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011, undang-undang nomor 23 tahun 2014, perpres 87 yahun 2014 dan permendagri 80 tahun 2015.  Dimana sebelum dilaksanakan rapat paripirna dan pandangan masing-masing fraksi terhadap ranperda. Terlebih dahulu Bamperpeda melaksanakan pembahasan Ranperda, apakah Perda merupakan dari usuluan DPRD (Perda inisiatif) atau dari pemerintah daerah melaui SKPD pemrakarsa. Dalam pembahasan ditingkat Bapemperda juga dibahas tentang asas-asas sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Asas-asas yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan didaerah adalah:
a. Bahwa otonomi dan tugas pembantuan inherent di dalamnya zelfregeling.
b. Asas taat asas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu bahwa peraturan yang tingkatnya rendah tidak boleh bertentangan peraturan yang tingkatnya lebih tinggi.

c. Asas batas atas dan batas bawah pembuatan peraturan, dalam hal ini daerah tidak boleh membuat peraturan yang merupakan subtansi peraturan di atasnya dan sekaligus tidak boleh melanggar hak dan kewajiban asas warga negara.

 Pemhabasan ranperda yang dikukan DPRD Kab Bungo tidak lain agar ranperda yang dihasilkan benar-benar bermanfaat bagi daerah Kabupaten Bungo. Untuk lebih jelas mengenai jumlah dan jenis perda yang ada di Kabupaten Bungo dalam kurun 2016-2019, dapat dilihat pada tabel
Tabel 5
Perda Tahun 2016
	No
	Judul
	Perkembangan
	Keterangan

	1
	Perda tentang Pertanggungjawban Pelaksanaan APBD Tahun 2015


	Sudah ditetapkan Menjadi Perda
	Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015

	2
	Perda tentang Perubahan Perda Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bungo
	Sudah ditetapkan Menjadi Perda
	Peraturan Daerah Kabupaten Bungo 

Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Perda Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bungo



	3
	Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok
	Sudah ditetapkan Menjadi Perda
	Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok



	4
	Perda tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi


	Sudah ditetapkan Menjadi Perda
	Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 4 Tahun 2016  tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi



	5
	Perda tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah


	Sudah ditetapkan Menjadi Perda
	Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susuanan Perangkat Daerah

	6
	Perda tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2015 
	Sudah ditetapkan Menjadi Perda
	Perda tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang APBD TA 2016

	7
	Perda tentang Perubahan Perda  RPJPD tahun 2006-2026
	Sudah ditetapkan
	Perda kab Bungo Nomor 8 Taahun 2016 tentang RPJPD tahun 2006-2026

	8
	Perda tentang RPJMD
	Sudah ditetapkan
	Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD

	0
	Perda tentang Perubahan APBD TA 2017
	Sudah ditetapkan
	Perda kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan APBD TA 2017

	10
	Perda tentang Dusun
	Sudah ditetapkan Menjadi Perda
	Perda Kabupaten Bungo Nomor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dusun



	11
	Perda tentang Penyelenggaran Pelayanan Publk
	Sudah ditetapkan Menjadi Perda
	Perda Kabupaten Bungo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik



	12
	Perda tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

	Sudah ditetapkan Menjadi Perda
	Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2016 Perda tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi


	13
	Perda tentang Pelestarian Cagar Budaya


	Sudah ditetapkan Menjadi Perda
	Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pelestarian Cagar Budaya


	14
	Perda tentang Kepariwisataan
	Sudah ditetapkan Menjadi Perda
	Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kepariwisataan




	15
	Perda tentang Pencegahan Dan peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh


	Sudah ditetapkan Menjadi Perda
	Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pencegahan Dan peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh



	16
	Perda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah


	Sudah ditetapkan Menjadi Perda
	Perda Kab Bungo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah




Tabel 6

Perda Tahun 2017

	No
	Judul
	Perkembangan
	Keterangan

	1
	Perda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kedalam Modal Bank Jambi
	Sudah ditetapkan Menjadi Perda
	Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kedalam Modal Bank Jambi



	2
	Perda tentang Pencabutan Perda Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penjualan Kendaraan Dinas Milik Daerah


	Sudah ditetapkan Menjadi Perda
	Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pencabutan Perda Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penjualan Kendaraan Dinas Milik Daerah

	3
	Perda tentang Pencabutan Perda Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
	Sudah ditetapkan Menjadi Perda
	Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencabutan Perda Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

	4
	Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016


	Sudah ditetapkan Menjadi Perda
	Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016

	5
	Perda tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD


	Sudah ditetapkan Menjadi Perda
	Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD

	6
	Perda tentang Perubahan Atas APBD TA 2017
	Sudah ditetapkan
	Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas APBD TA 2017


	7
	Perda tentang  Perubahan Atas Perda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
	Sudah ditetapkan Menjadi Perda
	Perda Nomor 7 tahun 2017 tentang  Perubahan Atas Perda Nomor 25 Tahun 2010 

	8
	Perda tentang Tempat Khusus Parkir
	Sudah ditetapkan Menjadi Perda
	Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tempat Khusus Parkir

	9
	Perda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 


	Sudah ditetapkan Menjadi Perda
	Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

	10
	Perda tentang Perubahan Atas Perda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan


	Sudah ditetapkan Menjadi Perda
	Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 18  Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan


	11
	Perda tentang APBD Tahun 2018


	Sudah ditetapkan Menjadi Perda
	Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah  Tahun 2018




Tabel 7

Perda Tahun 2018

	No
	Judul
	Perkembangan
	Keterangan

	1
	Perda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan 
	Sudah ditetapkan 
	Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan 

	2
	Perdatentang Analisis Dampak Lalu Lintas
	Sudah ditetapkan 
	Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas

	3
	Perda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Sudah ditetapkan menjadi Perda
	Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

	4
	Perda tentang PPNS
	Sudah ditetapkan menjadi Perda
	Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang PPNS

	5
	Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
	Sudah ditetapkan menjadi Perda
	Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

	6
	Perda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.
	Sudah ditetapkan menjadi Perda
	Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

	7
	Perda tentang Perlindungan Anak
	Sudah ditetapkan menjadi Perda
	Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak

	8
	Perda tentang Pengelolaan Produk Unggulan Daerah
	Sudah ditetapkan menjadi Perda
	Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Produk Unggulan Daerah

	9
	Perda tentang Penyelenggaraan Olahraga
	Sudah ditetapkan menjadi Perda
	Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Olahraga


	10
	Perda tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan
	Sudah ditetapkan menjadi Perda
	Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan

	11
	Perda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Retribusi Rumah Potong Hewan
	Sudah ditetapkan menjadi Perda
	Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

	12
	Perda tentang Pemilihan Pengangkatan Dan Pemberhentian Rio
	Sudah ditetapkan menjadi Perda

	Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan Pengangkatan Dan Pemberhentian Rio

	13
	Perda tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2017
	Sudah ditetapkan
	Perda Kab Bungo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2017

	14
	Perda tentang Retribusi Izin 
	Sudah ditetapkan
	Perda Nomor 14 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin

	15
	Perda tentang Perubahan APBD TA 2018
	Sudah ditetapkan
	Perda Kab Bungo Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan APBD TA 2018

	16
	Perda tentang perubahan atas Perda tentang RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2016 - 2021 
	Sudah ditetapkan menjadi Perda
	Perda Nomor 16 tahun 2018 tentang perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2016 - 2021 

	17
	Perda tentang Kerjasama Daerah
	Sudah ditetapkan menjadi Perda
	Perda Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah

	18
	Perda tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
	Sudah ditetapkan menjadi Perda
	Perda Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 35 Tahun 2008 

	19
	Perda tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan TKA
	Sudah ditetapkan menjadi Perda
	Perda Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

	20
	Perda tentang APBD TA 2019
	Sudah ditetapkan
	Perda Kab Bungo Nomor 20 Tahun 2018 tentang APBD TA 2019

	21
	Perda tentang Penyertaan Modal Pemda Kepada PDAM Pancuran Telago 
	Sudah ditetapkan menjadi Perda
	Perda Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PDAM Pancuran Telago 


Tabel 8
Perda Tahun 2019

	No
	Judul
	Perkembangan
	Keterangan

	1
	Perda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 


	Sudah ditetapkan/ disahkan
	Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 



	2
	Perda tentang Penataan Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi Melalui Kabel
	Sudah ditetapkan/ disahkan 
	Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penataan Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi Melalui Kabel

	3
	Perda tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos
	Sudah ditetapkan menjadi Perda
	Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos

	4
	Perda tentang Tata Cara Penyusunan Propemperda
	Sudah ditetapkan menjadi Perda
	Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Propemperda

	5
	Perda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok
	Sudah ditetapkan menjadi Perda
	Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok

	6
	Perda tentang Ketertiban Umum
	Sudah ditetapkan menjadi Perda
	Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum

	7
	Perda tentang Pajak Daerah
	Sudah ditetapkan menjadi Perda
	Perda Nomor 7 tahun 2019 tentang Pajak Daerah

	8
	Perda tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan
	Sudah ditetapkan menjadi Perda
	Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan

	9
	Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bungo TA 2018
	Sudah ditetapkan menjadi Perda
	Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bungo TA 2018


	10
	Perda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pancuran Telago 
	Sudah ditetapkan menjadi Perda
	Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pancuran Telago Kabupaten Bungo

	11
	Perda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018 tentang APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2019
	Sudah ditetapkan menjadi Perda
	Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018 tentang APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2019

	12
	Perda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
	Sudah ditetapkan menjadi Perda
	Perda Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 

	13
	Perda tentang APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2020
	Sudah ditetapkan menjadi Perda
	Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2020


Jika di dilihat dari realisasi pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Bungo sudah cukup banyak, dimana setiap tahun selalu melebihi 10 Ranperda yang dihasilkan. Namun bila dikaitkan atau dilihat dari Propemperda yang sudah ditetapkan DPRD, disini terlihat bahwa rancangan perda sudah ditetapkan menjadi Perda masih sangat jauh dari realisasi propemerda 1 (satu) tahun. Dimana tidak semua Program Pembentukan Peraturan Daerah terealisasi, khususnya Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan usulan pemerintah daerah. 
Seperti pada tahun 2016 bahwa Promperda sebanyak 24 Ranperda sedangkan yang ditetapkan sebagai Perda hanya 16 atau dengan persentase sebesar 61,5%. Pada Tahun 2017 Promperda sebanyak 20 Ranperda sedangkan yang ditetapkan sebagai Perda hanya 11 atau dengan persentase sebesar 55%. Pada Tahun 2018 Promperda sebanyak 28 Ranperda sedangkan yang ditetapkan sebagai Perda hanya 21 atau dengan persentase sebesar 75% dan Pada Tahun 2019 Promperda sebanyak 24 Ranperda sedangkan yang ditetapkan sebagai Perda hanya 13 atau dengan persentase sebesar 54%. Masih sedikitnya Perda yang ditetapkan setiap tahunnya, terlihat ada fungsi DPRD dalam penetapan Propemperda dan pembahasan Ranperda yang belum optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Penutup
A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan di atas, bahwa DPRD sebelumnya mempunyai fungsi legislasi, namun pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, fungsi legislasi tersebut berubah menjadi fungsi pembentukan peraturan daerah.

2. Dalam kurun waktu 2014-2019, DPRD menetapkan 98 Ranperda berdasarkan Propemperda setiap tahunnya, namu yang ditetapkan sebagai Perda hanya 61.

3. Dalam menjalankan fungsi pembentukan Perda, DPRD Bungo mempunyai alat kelengkapan Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

4. Dalam pembaasan Peraturan Daerah, DPRD melibatkan beberapa SKPD, Organisasi profesi dan organisi kemasyarakatan serta pihak lain yang terkait.
B. Saran
Setiap Ranperda yang sudah masuk dalam Propemperda, sebaiknya segera dibahas dan ditetapkan sebagai Perda, mengingat Ranperda yang sudah masuk dalam Properda adalah Ranperda yang mendapat prioritas untuk ditetapkan.
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